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SELURUH INDONESIA
Berdasarkan pengamatan telah ditemukan beberapa kendala dan ketidak beranian dalam penataan mutasi Guru SD dihampir setiap Propinsi.  Oleh karena itu dalam rangka tertib administrasi dan tertib pembinaan pegawai secara menyeluruh khususnya terhadap Guru-guru SD, dengan hormat diharap perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut :

1. Didalam merencanakan kebutuhan tenaga Guru SD agar dipersiapkan secara cepat dengan didasarkan pada perhitungan kebutuhan secara masing-masing sekolah.
Perpindahan Guru SD hendaknya dilaksanakan secara selektif sehingga tidak akan mengganggu proses belajar mengajardi sekolah.  Untuk memindahkan Guru SD perlu memperhitungkan betul-betul alasan urganainya termasuk jabatan vital dalam rangka memindahkan tugasnya.

Perpindahan Guru SD hanya dapat dilaksanakan kalau sudah mendapatkan penggantinya.  Apabila guru pengganti belum ada, pemindahan atau penempatan yang baru belum dapat dilaksanakan.
Sedang untuk perpindahan Guru SD intern propinsi/antar Dati II perlu pertimbangan yang matang, sehingga tidak mengakibatkan adanya kekurangan/penumpukan Guru SD di wilayah-wilayah tertentu.

2. Perpindahan Guru SD keluar jabatan non guru pada prinsipnya tidak diperkenankan, mengingat bahwa kita masih kekurangan guru SD.  Berdasarkan pengamatan terdapat banyak Guru SD yang karena sesuatu hal telah pindah (alih profesi) dan tidak berdiri lagi di depan kelas.

Kepada mereka yang tidak menjadi guru lagi gajinya dipindahkan dan tidak lagi berhak mendapatkan tunjangan jabatan fungsional pendidikan.  Sedangkan bagi Guru-guru yang diperbantukan pada instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Daerah agar diadakan penataan kembali dan sedapat mungkin ditawarkan alternatif, tetap sebagai Guru dan mengajar di kelas atau tetap memegang jabatan barunya dengan konsekwensi melepas jabatannya sebagi Guru dengan menempuh prosedur dan tata cara mutasi pegawai yang berlaku antara lain harus menyediakan formasi.
Khusus terhadap Guru SD yang tenyata diperbantukan pada BAKN/BAKD agar gaji dan tunjangan jabatan fungsional pendidikannya tidak dibayarkan.

3. Penyebaran Guru Sdyang tidak merata jugamerupakan salah satu kendala kekurangan Guru SD.  Oleh karena itu diperlukan adanya upaya penataan kedepan dan penataan kembali secaratertib dan dengan memperhatikan faktor keseimbangan.

4. Persetujuan pindah bagi Guru SD baik didalam lingkungan daerahnya, maupun keluar lingkungannya harus mendapatkan persetujuan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya, untuk itu perlu disusun program terpadu mengenai mutasi Guru antar instansi yang terkait.

5. Untuk menghindari usul pengangkatan Guru SD secara rangkap perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pengajuan usul pengangkatan guru hendaknya diteliti secara cermat sehingga tidak perlu terjadi pengusulan rangkap (2 kali atau lebih).
b. Agar segera menyampaikan laporan tentang realisasi pengangkatan Guru SD.

c.   Guru SD yang telah mendapat pengangkatannya agar segera diperintahkan melaksanakan tugasnya ditempat yang telah ditetapkan dan selanjutnya segera melaporkan pelaksanaan tugasnya yang diketahui oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.

6. Setiap pengangkatan Guru SD pada suatu Daerah agar mengutamakan lulusan pendidikan Guru yang berasal dari Dati II yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan sistem pengadaan Guru SD dimasing-masing Dati II tersebut dan menempatkannya harus pada lokal baru yang dibangun dan kelas-kelas yang masih belum ada gurunya dengan mengutamakan Daerah terpencil/pemukiman baru/perbatasan.

Oleh karena itu pendaftaran dan penyaringan syarat tehnis serta administrasi Guru SD dapat dilaksanakan di Dati II sesuai dengan kebutuhan dan tersedianya formasi yang ada, baik untuk SD INPRES maupun SD NON INPRES sebagaimana diatur oleh Propinsi Daerah tingkat I.
7. Pengangkatan tenaga pengganti formasi yang lowong karena berhenti, pensiun atau meninggal dilekukan setelah proses seleksi/penyaringan, selanjutnya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengajukan usul ke BAKN dengan tembusan Menteri Dalam Negeri Cq. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebuayaan.

8. Untuk tidak menimbulkan perbedaan data Guru SD khususnya mengenai mutasi Guru SD diharap agar Saudara dapat mengembangkan sistem informasi Kepegawaian yang baik serta menciptakan disiplin pelaporan mutasi guru secara berkelanjutan sehingga datatata naskah guru akan tetap terpelihara dan selalu mutakhir.
Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

A.N MENTERI DALAM NEGERI

SEKRETARIS JENDERAL

NUGROHO

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai laporan.

2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

3. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.

4. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.

5. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.

6. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

7. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

